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One of definitions of the corruption is the misuse of power, abuse of power, or the 
misuse of public position for personal gain. Corruption is part of “extraordinary 
crime”, which is the act which destroys the economic, social, and the eradication 
should be done with the priority scale. The penalty or sanction against corruption 
actors should be done firmly, strongly, and emphatically that makes deterrent effect. 
In Islam, one of the approaches for the application of penalty in Islamic Criminal Law 
can be done theoretically with ta‘abbudî and ta‘aqqulî approach. Therefore, this 
paper will explain the theory of ta‘aqqulî and ta‘abbudî according to Islamic Criminal 
Law perspective and its application to the corruption actors. 
 
Abstrak 
Salah satu definisi korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power) atau menyelahgunakan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi 
merupakan bagian “extra ordinary crime”, yaitu perbuatan yang menghancurkan hak 
ekonomi, sosial masyarakat, dan penumpasannya harus dilakukan dengan skala 
perioritas. Hukuman terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan tegas yang 
membutnya jera. Dalam Islam, salah satu pendekatan dalam penerapan hukuman 
dalam Fiqih Jinayah dapat dilakukan dengan pendekatan teori ta‘aqqulî dan ta‘abbudî. 
Oleh karenanya, tulisan ini akan menjelaskan teori ta‘aqqulî  dan ta‘abbudî menurut 
fiqh Jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi. 
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A. Pendahuluan 
Korupsi mengacu pada berbagai aktivi-
tas atau tindakan secara tersembunyi dan 
illegal untuk mendapatkan keuntungan demi 
kepentingan pribadi dan golongan. Namun 
dalam perkembangannya terdapat peneka-
nan bahwa korupsi adalah tindakan penya-
lahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau 
menyalahgunakan kedudukan publik untuk 
kepentingan pribadi.1 Atau seseorang secara 
                                                          
1Lebih lanjut dalam definisi tersebut mencakup 
prilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi mau-
pun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka 
secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-
orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalah-
gunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. 
Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi; Elemen 
Sistem Integrasi Nasional (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 2003), hlm. 6-7.    
tidak halal meletakkan kepentingan pribadi-
nya di atas kepentingan rakyat serta menga-
baikan cita-cita sumpah yang dilayaninya.2 
Praktek korupsi seperti ini masih tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia dan menyebar di 
seluruh aspek kehidupan, baik di sektor 
penerimaan maupun pengeluaran Negara 
yang dilakukan secara sistematis. 
Definisi mengenai korupsi banyak sekali, 
namun menurut hukum positif (Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah 
perbuatan setiap orang baik pemerintahan 
maupun swasta yang melanggar hukum me-
                                                          
2Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia. 2001), hlm. 19.  
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lakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara. Meskipun 
perbuatan korupsi adalah sesuatu yang tidak 
dikehendaki oleh masyarakat dan pelakunya 
dikenakan sanksi yang berat, namun tindak 
pidana korupsi kadangkala dilakukan dengan 
teknik yang sangat canggih dan sulit untuk 
dibuktikan melalui cara pembuktian biasa. 
Bahkan sulit untuk dideteksi adanya unsur 
kolusi dan nepotisme, sehingga korupsi terus 
muncul dalam banyak bentuk dan memben-
tang dari soal kecil sampai soal yang besar, 
baik di sektor swasta maupun sektor peme-
rintah, atau sekaligus kedua-duanya.3 
Tindak pidana korupsi saat ini demikian 
menonjol dan terjadi sampai pada semua 
jajaran dan ini dapat dikategorikan sebagai 
“extra ordinary crime”, yaitu perbuatan yang 
menghancurkan hak ekonomi, sosial masya-
rakat, dan penumpasannya harus dilakukan 
dengan skala perioritas.4 Secara hukum, 
praktik korupsi adalah cermin tingkat kesa-
daran hukum suatu warga negara. Korupsi 
seperti halnya di Indonesia adalah bentuk 
tindak pidana, dan maraknya korupsi dapat 
berarti rendahnya kesadaran hukum dan 
hancurnya supremasi hukum. Oleh karena 
itu, tulisan ini akan menjelaskan teori 
ta‘aqqulî dan ta‘abbudî menurut fiqh Jinayah 
dan aplikasinya dalam penerapan sanksi 
pidana korupsi. 
 
B. Prinsip Ta‘aqulî dan Ta‘abudî 
Dalam perspektif kajian fiqh Jinayah, 
teori ta‘aqqulî dan ta‘abbudî  dapat dijadikan 
acuan dalam rangka mengaplikasikan dan 
atau penerapan sanksi pidana.  Kedua teori 
ini saling bersinergi (antara nash dan akal-
pikiran) dalam menentukan dan mengaplika-
sikan suatu sanksi yang tidak dapat diper-
debatkan, kecuali menyangkut persoalan 
                                                          
3Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi. hlm. 19-20.  
4Hal di atas dapat diperhatikan sejak Kongres 
PBB VII yang diadakan di Kota Milan-Italia Tahun 1986 
tentang Crime Prevention and Criminal Justice in The 
Context of Development and a New International Econo-
mic Order. Dari Kongres itu berkembang dan diakui 
bahwa adanya suatu pergeseran paradigma terhadap 
kejahatan, seperti korupsi. Atmasasmita R, Sekitar Ma-
salah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional 
(Bandung: Maju Mundur. 2004), hlm. 40. 
yang syubhat. Namun dalam ranah fiqh Jina-
yah, tindak pidana korupsi tidak dibahas se-
cara khusus.  
Ta‘aqqulî secara maknawi adalah me-
nunjukkan kepada hal yang masuk akal, 
rasional, dapat dipikirkan, atau dipahami. 
Sedangkan menurut istilahi, ta‘aqqulî adalah 
suatu upaya penalaran terhadap maksud 
ayat dalam rangka memahami makna yang 
tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan lara-
ngan yang tersurat.5 Ta‘aqqulî ini bersifat 
duniawi dan maknanya dapat dipahami mela-
lui nalar/akal (ma‘qulat al-ma‘nâ) atau rasio-
nal. Manusia dapat melakukannya dengan 
bantuan nalar dan pemikirannya terhadap 
maksud dan pemahaman yang tersirat dari 
bentuk tersurat itu.  
Apabila merujuk kepada pengertian ter-
sebut, maka ta‘aqqulî adalah sesuatu (perin-
tah atau larangan) dimana dalam nash me-
ngandung ‘illat hukum atau hikmahnya. 
Untuk membedakan antara ‘illat dan hikmah, 
maka dapat dikemukakan definisi ‘illat dan 
hikmah. Wahbah al-Zuhaylî menyatakan: 
 اهققتح ةمكلحاب داري تىلا ةحلصلما يهف ةمكلحا امأو
اهعفد داري تىلا ةدسفلماو . مكحلل ةفرعم حلصت لا ةمكلحاو
 يرغ رىاظ فصو انهلأ لاوحلأا نم لاح لك فى يعرشلا
سانلا راظنأو تانيبلا فلتخاب فلتيخ وطبضنم . ةلعلا امأو
مكحلل فرعم طبضنم رىاظ فصو ىهف.  
Adapun hikmah adalah maslahat yang dike-
hendaki realisasinya oleh hukum atau maf-
sadat yang dikehendaki tertolaknya. Hikmah 
tidak dapat menjadi mu‘arrif (ciri pengenal) 
hukum syara‘ dalam segala situasi karena ia 
adalah suatu sifat yang dhâhir (jelas) yang 
tidak mundhabit (tidak tetap) yang berbeda-
beda menurut lingkungan dan pandangan 
manusia. Sedangkan ‘illat adalah suatu sifat 
yang jelas dan munḍabit (tetap) yang men-
jadi mu‘arrif (ciri pengenal) hukum syara‘.6  
 
Dalam sejarah hukum Islam (periode-
lisasi fiqh) bahwa setelah masa Nabi Muham-
                                                          
5Abuddin Nata, Al-Quran dan Al-ḥadîth (Jakarta : 
Raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 142.  
6Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh. hlm. 96.  
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mad saw.,7 teori ta‘aqqulî muncul dan ber-
kembang pada masa kekhalifahan ‘Umar bin 
Khathâb yang memahami ajaran/ hukum 
Islam dengan pendekatan ilmiah rasional 
(ta‘aqqulî) berlandaskan maqâshid al-
syarî‘ah, dimana dapat menyentuh ‘illat dan 
hikmah tasyri‘ serta dapat dicerna oleh pena-
laran umat Islam terutama dalam masalah 
kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari keten-
tuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan 
ijtihad atau pikiran yang brilian ‘Umar sendiri 
dalam penetapan hukumnya, seperti tidak 
membagikan harta fa‘i (harta yang didapat 
dalam peperangan, tidak memotong tangan 
pencuri, tidak memberikan zakat kepada 
golongan muallaf, dan sebagainya.8  
Memang secara tekstual (bayâni) con-
toh-contoh fiqih tersebut kelihatannya ber-
tentangan dengan tasyri‘ Ilâhi, akan tetapi 
dari segi pengembangan hukum Islam dan 
meninggalkan kejumudan, ‘Umar telah mele-
takkan pondasi penalaran ushûl fiqih (tasyri‘ 
wad‘i) bahwa hukum Islam tidak kaku, rigid 
dan mengikuti perkembangan zaman yang 
                                                          
7Setelah Nabi SAW. wafat, para shaḥabat belaka-
ngan banyak memberi penafsiran metode ijtihâd, seka-
lipun cenderung memproyeksikannya kepada konsep-
konsep yang berkembang pada periode kematangan 
pemikiran hukum Islam. Ada ijtihad para shaḥabat se-
muanya terhimpun ke dalam konsep al-qiyash. Muham-
mad al-Khuḍarî Bayk, Ushûl al-Fiqh (Cairo: Dâr al-Fikr al-
‘Arabî. 1988), hlm. 115. Ada juga sebagian shaḥabat ber-
ijtihad dalam batas-batas pemahaman al-Quran dan 
Sunnah, sedang sebagian lain menggunakan al-qiyash 
dan al-mashlahah. Muhammad Abû Zahrah, Târîkh al-
Madlâhib al-Islâmiyyah (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî. 
t.th.), Juz II,  hlm. 23. Selain itu ada juga ijtihad para 
shaḥabat itu tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu; 
menafsirkan nash-nash; menggunakan metode al-
qiyâsh; dan menggunakan mashlahah mursalah dan 
istiḥsân. Muḥammad Salâm Madkûr, Al-Madkhal li al-
Fiqh al-Islâmî (Bairût: Dâr al-Fikr. t.th.), hlm. 22. Terlepas 
dari apa pun interpretasi tentang bentuknya, kreasi 
ijtihad mereka disebabkan kuantitas nash hukum 
terbatas, sedangkan kasus hukum yang muncul tidak 
terbatas. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak terbatas 
tidak akan tercakup oleh yang terbatas. Muḥammad 
Abû Bakar al-Syahrastânî, Al-Milal wa al-nihâl (Bairût: 
Dâr al-Fikr. t.th.), hlm. 202.    
8Menyangkut contoh-contoh tersebut baik dalam 
konteks penerapan nash-nash khusus maupun 
masalah-masalah yang tidak ada nash khusus lebih lan-
jut dapat diperhatikan dalam Muḥammad Baltaji, Meto-
dologi Ijtihad Umar bin Khathab, Penerj. Masturi Irham, 
Judul Asli: Manhaj ‘Umar bin al-Khaththâb fi al-Tasyrî’ 
Dirâsah Mastaw‘abah li Fiqhi ’Umar wa Tanzîmâtuh 
(Jakarta: Khalifa. 2005), hlm. 177-210 dan 260.  
sesuai dengan kemaslahatannya. Karena itu, 
hukum Islam pada dasarnya ditentukan dan 
diterapkan sesuai ‘illat dan hikmah tasyri‘ 
yang bermuara pada pencapaian kemaslaha-
tan bagi umat. 
Selain pemahaman hukum melalui wah-
yu dan sabda Nabi saw. (bayâni/ tekstual), 
’Umar bin al-Khathâb telah melakukan suatu 
terobosan terhadap pemahaman hukum 
Islam sehingga melahirkan model penalaran 
istishlahî, yaitu penalaran hukum Islam yang 
bertumpu pada suatu pencapaian kemas-
lahatan. Sedangkan unsur kemafsadatan 
dalam suatu hukum, maka melalui penalaran 
istislahi harus disingkirkan dan dihilangkan 
dengan mengedepankan unsur mashlahat. 
Artinya bahwa suatu hukum tetap mengan-
dung unsur mashlahat dan mafsadat, namun 
perioritasnya mashlahat lebih diutamakan 
untuk kepentingan individu dan kolektif.      
Setelah berkembangnya model pena-
laran hukum Islam yang dilakukan ‘Umar bin 
Khathâb, pada masa berikutnya para fuqahâ 
(terutama dikalangan Imâm mazhab) me-
mandang bahwa pada masalah-masalah se-
lain ibadah. Karena tidak begitu mengalami 
tantangan di zaman yang semakin bertam-
bah modern. Namun nash-nash (al-Quran dan 
al-Hadits) khususnya yang menyangkut 
bidang mu‘âmalat atau adat pada umumnya 
disebutkan atau diisyaratkan hikmah atau 
‘illat hukumnya. 
Masalah-masalah kemasyarakatan se-
makin hari semakin banyak yang muncul dan 
membutuhkan jawaban dari sudut hukum 
Islam yang menurut pendapat penulis dapat 
dijawab melalui pendekatan ta‘aqqulî (na-
lar/pikiran) terhadap nash-nash (al-Quran dan 
al-Hadits). Hal inilah yang membuka peluang 
bagi para mujtahid untuk melakukan 
pengembangan terhadap hukum Islam mela-
lui berbagai metode, misalnya, qiyâsh, istih-
san, istishab, mashlahah mursalah dan seba-
gainya. 
Selain itu, perkataan (teori) ta‘abbudî  
terambil dari kata dasar ‘abada (دبع) yang 
berarti menyembah, patuh dan taat kepada 
Allah swt.9 ‘Abdul Hamîd Al-Syarwanî, me-
                                                          
9Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir 
(Yogyakarta: Yayasan Al-Munawwir. 1984), hlm. 951.   
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ngutip pendapat beberapa fuqaha menya-
takan:  
 ... نع بايجدقو نىعم ول كردي لم يذلا وى يدبعتلا ناب
 ةلع ولرهظي لم ام ىلع يدبعتلا نوقلطي دق منهأب حراشلا
ةمكح ولرهظ ناو مكحلل ةبجوم  
Al-Ta‘abbudî  adalah sesuatu (perintah/lara-
ngan dalam nash) yang tidak diketahui ma‘na 
(dibaliknya) dan ada pula yang menerangkan 
kepada saya (al-syarîh) bahwa para fuqaha 
memaksudkan al-ta‘abbudî  itu adalah sesua-
tu yang tidak tampak jelas ‘illat yang menye-
babkan adanya hukum sekalipun ada hikmah 
yang tampak. 10 
 
Dengan kata lain, ta‘abbudî  adalah ke-
tentuan-ketentuan hukum dari nash (al-
Quran dan al-Hadits) yang harus diterima 
oleh manusia apa adanya dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, 
tanpa ditawar-tawar, serta tanpa memerlu-
kan penalaran karena ketentuan itu bersifat 
absolut. Manusia hanya melaksanakan sesuai 
dengan ketentuan nash, tidak boleh mengu-
bah, mengurangi atau menambahnya.11 Hal-
hal yang telah diatur menurut ketentuan 
nash yang qath‘i dipandang oleh para 
fuqahâ’ sebagai masalah ta‘abbudî (ويدبعتلا روملأا 
) yang mesti ditaati dan dijalankan oleh umat 
Islam tanpa perlu bertanya mengapa dan 
bagaimana. Meskipun sebenarnya (secara 
filosofis dan dalam beberapa kasus tertentu) 
bisa dipahami dengan pendekatan ta‘aqqulî, 
seperti dalam masalah tayammum, mem-
bersihkan najis dengan tanah dan semacam-
nya.  
Contoh lain tentang jumlah raka’at 
dalam shalat lima waktu yang tidak boleh 
diubah, ketentuan bertayammum dengan 
debu, kewajiban berpuasa di bulan Rama-
dhan, ketentuan zakat, dan pelaksanaan 
Ibadah haji. Kesemuanya itu harus diikuti 
secara apa adanya sesuai petunjuk syar‘î 
dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat 
mengetahui ‘illat hukumnya, kenapa demi-
                                                          
10‘Abdul Hamîd Al-Syarwanî, Hawasyi al-Syarwanî  
(Bairût: Dâr al-Fikr. t.th.), juz IV, hlm. 272.  
11LM. Abdul Mujib (ed.), Kamus Istilah Fiqih 
(Jakarta : Pustaka Firdaus. 1994), hlm. 352.  
kian serta apa makna dibalik ketentuan-ke-
tentuan tersebut. 
Dengan pendekatan ta‘abbudî, hukum 
Islam dapat diterima apa adanya tanpa ada 
komentar. Pendekatan ini banyak digunakan 
pada periode awal, yaitu masa Nabi saw. 
dalam menganalisis hukum Islam dan perio-
de sahabat (kekahlifahan Abû Bakar al-
shidiq) yang masih murni menjalankan 
aturan-aturan sebagaimana ketentuan yang 
ada pada periodelisasi Nabi saw., meskipun 
pada masa Abû Bakar banyak terdapat per-
soalan12, namun landasan pengacuannya 
adalah pada pewahyuan dan sabda Nabi 
saw. Pendekatan ini cenderung menjadikan 
pikiran kaum muslimin menjadi jumud, 
karena kausalitas ‘illat dan hikmah tasyrî’ 
tidak banyak terungkap, karena mengikuti 
dan mengamalkan sesuai aturan yang ada. 
Pada prinsipnya ruang lingkup hukum 
Islam mencakup dua hal, yaitu hubungan 
manusia dengan Tuhan yang disebut dengan 
Ibadah (wilayah ta‘abbudî), dan hubungan 
antara sesama manusia dan lingkungannya 
yang disebut dengan mu‘âmalah (wilayah 
Ta‘aqqulî).13 Kedua bidang tersebut (ibadah 
dan mu’amalah), Ibn Taymiyyah menjelaskan 
bahwa ibadah adalah menyangkut kemasla-
hatan agama, sedangkan mu‘âmalah atau 
’adat adalah menyangkut kebutuhan duniawi 
manusia. Dari itu, yang menjadi prinsip dalam 
hal Ibadat ialah adanya perintah dari Allah 
yang menurunkan agama dalam bentuk 
syarî‘at, tanpa adanya perintah Allah yang 
tertuang dalam syarî‘at-Nya, ibadah tidak 
boleh dilakukan. Kemudian pada ibadah itu 
                                                          
12Masa kekahlifahan Abû Bakar al-SHiddîq hanya 
sebentar dan disibukkan oleh hal-hal yang bersifat in-
tern seperti memerangi orang-orang yang murtad. 
Berbeda dengan dengan masa kekhalifahan ’Umar bin 
Khaththab yang agak lama dibanding dengan masa 
Abû Bakr, di samping stabilitas keadaan saat kekha-
lifahan ‘Umar tidak seperti Abû Bakar, didukung pula 
dengan luasnya kekuasaan Islam dan kerapian adminis-
trasi negara. Oleh karena itu, wajar saja bahwa masa 
kekhalifahan ’Umar bin Khathab hukum-hukum Islam 
lahir dari seorang pribadi disertai keadaan yang men-
dukung itu. Hal ini menjadi suatu perbandingan dan 
kajian bagi generasi berikutnya, sehingga melahirkan 
kajian yang sangat monumental dan mengesankan. 
13Wahidin, Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih An-
tara Pendekatan Ta‘abbudî dan Ta‘aqqulî, Jurnal Hukum 
Islam, vol. V No. 3. Juli 2006, hlm. 251.  
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adalah tawqifî (berdiam diri tanpa melaku-
kan sesuatu) hingga ada aturan Allah yang 
memerintahkannya. Sedangkan prinsip da-
lam hal mu‘âmalat ialah kebiasaan manusia 
dalam mengurus kebutuhan-kebutuhan hi-
dup duniawinya; yang menjadi prinsip dalam 
hal ini adalah kebolehan atas segala sesuatu 
selama tidak ada larangan dari Allah, dan 
pada mu‘âmalat itu adalah al-‘afwu (keman-
‘afan, kebolehan) segala sesuatu hingga ada 
larangan dari Allah. Syarî‘at yang diturunkan 
menyangkut mu‘âmalat adalah untuk me-
ngajarkan etika kehidupan. Dari itu, manusia 
tidak dapat menciptakan suatu bentuk iba-
dah tanpa adanya perintah Allah dan ma-
nusia tidak dapat melarang sesuatu tanpa 
ada larangan Allah. 14  
Hukum yang menyangkut ibadah seba-
gian besar diatur dengan nash-nash yang 
qath‘i, baik dalam al-Quran maupun Hadits, 
karena tidak menyentuh kepentingan lahir-
lah manusia dan bersifat ghayr ma‘qul al-
ma‘na, tidak mampu dijangkau akal pikiran 
manusia. Oleh karena itu harus diterima apa 
adanya sebagaimana ditentukan oleh nas. 
Dengan demikian, manusia tidak dapat me-
nentukan bentuk ibadah lain selain yang 
telah ditentukan oleh nash. Rasulullah saw. 
dalam suatu Hadits riwayat ’Âisyah bersab-
da: 
در وهف انرمأ ويلع سيل لامع لمع نم .(ملسم هاور)  
Barangsiapa melaksanakan suatu amal yang 
bukan atas perintah Kami, maka ia ditolak. 
(HR. Muslim)15 
 
Berdasar Hadits di atas, para ulama fiqh 
merumuskan suatu kaidah fiqh: 
رملأا ىلع ليلد موقي تىح نلاطبلا ةدابعلا في لصلأا .
              
Yang menjadi (pegangan) pokok dalam 
ibadah adalah batal (tidak boleh dilakukan), 
sehingga ada dalil yang memerintahkannya.  
16  
                                                          
14Ibn Taimiyyah, Kitab Iqâmah al-Dalîl ‘alâ Ibthâl al-
Tahlîl dalam Majmu‘ah Fatawa Ibn Taimiyyah (Bairût : 
Dâr al-Fikr. 1980), juz III, hlm. 272-273.   
15
Shahîḥ Muslim, No. 4590, juz V, hlm. 132. 
16Abdul Hamid Hakim, Al-Bayân (Bukittinggi: 
Maktabah al-Ma‘arif. 1939), hlm. 215.   
Bertolak dari dasar tersebut, hukum da-
lam bidang ibadah bersifat ta‘abbudî, manu-
sia tidak diberi wewenang untuk mengem-
bangkan atau memperbaharuinya. Segala 
bentuk ibadah yang baru dan menyimpang 
dari ketentuan Allah disebut bid‘ah. Ber-
lainan dengan nash-nash dalam masalah 
ibadah, nash-nash dalam bidang mu‘âmalat 
sebagian besar adalah nash yang zhannî,17 
yang mengandung prinsip-prinsip umum 
tentang hubungan manusia dengan sesa-
manya. Sebagai dasar pegangan dalam 
bidang ini ialah firman Allah:  
 اعيجم ضرلأا فىام مكل قلخ يذلا وى ...  
Dia (Allah) telah menjadikan bagimu apa 
yang ada di muka bumi seluruhnya …”. (QS. 
Al-Baqarah: 2)  
 
Dalam Hadits riwayat Aisyah Nabi saw. 
menegaskan: 
 ...مكايند رومأب ملعأ متنأ .(ملسم هاوز)  
...Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. 
(HR. Muslim)  18   
 
Dari ayat dan Hadits tersebut para 
fuqaha menyimpulkan suatu kaidah: 
 ىلع ليلد موقي تىح ةحصلا تلاماعلماو دوقعلا فى لصلأا
ميحتلاو نلاطبلا .   
Yang menjadi (pegangan) pokok dalam tran-
saksi dan mu‘âmalat adalah keabsahan, se-
hingga ditemukan dalil yang membatalkan 
dan mengharamkan.  19   
 
                                                          
17Adanya pembedaan antara ta’aqqulî dan 
ta‘abbudî dalam nash merupakan hasil istiqra’ (peneli-
tian mendalam) para ulama ushuliyyûn dimana pem-
bahasan mengenai pendekatan Ta‘aqqulî dalam me-
ngembangkan ayat-ayat al-Quranyang ma‘qul al-ma’na 
banyak terdapat di dalam bab Qiyash. Dari hasil istiqra’ 
para ulama tersebut terdapat kaidah atau rambu-ram-
bu untuk mengidentifikasi hal-hal mana yang bisa diap-
likasikan qiyash dan mana yang tidak, karena untuk 
mencari ‘illat dari suatu nash merupakan pekerjaan 
yang cukup sulit dilakukan. Dari sini dapat melihat ur-
gensi ta‘aqqulî dalam mengembangkan ayat-ayat ah-
kâm al-Quran dan juga ḥadîth terutama sekali metode 
qiyash sebagai alat ijtihad dalam menetapkan hukum 
sebagaimana dikatakan oleh Imâm al-Syâfi’î.   
18SHaḥîḥ Muslim, No. 6277, juz VII, hlm. 95. 
19Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan. hlm. 215.  
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Oleh karena nash-nash dalam bidang 
mu‘âmalat sebagian besar berupa nash-nash 
yang zhannî dan berupa prinsip-prinsip 
umum, maka disini terdapat peluang bagi 
manusia untuk melakukan ijtihad, karena 
memang kandungan bidang mu‘âmalat me-
rupakan sesuatu yang dapat dijangkau dan 
dianalisis oleh pikiran manusia (ma‘qul al-
ma‘na, Ta‘aqqulî). Disamping itu, al-Syâthibi 
mengemukakan bahwa dalam kaitannya 
dengan mukallaf (orang yang dibebani hu-
kum) secara garis besar membedakan materi 
fiqh menjadi dua bagian, yaitu; materi fiqh 
yang menyangkut ibadah; dan materi fiqh 
yang menyangkut ’adat (mu‘âmalat). Secara 
filosofis ia telah merumuskan kaidah sebagai 
berikut:  
 تافتللاا نود دبعتلا فلكلما لىا ةبسنلاب ةدابعلا فى لصلأا
نياعلما لىا تافتللاا تاداعلا لصأو نياعلما لىا. 20  
Pada umumnya dalam hal ibadah yang 
menyangkut Mukallaf adalah al-Ta‘abbud 
dengan tanpa berpaling kepada al-ma’ani, 
                                                          
20Al-Syâthibî, Al-Muwâqât, hlm. 300. Takalif dalam 
pandangan al-Syâthibî juga bisa dipandang sebagai 
hak-hak Tuhan. Dalam pengertian ini mereka menjadi 
ta‘abbudî. Akan tetapi al-Syâthibî memandang ta‘ab-
budî sebagai pengertian umum hak-hak Tuhan. Ia 
membagi hak-hak tersebut menjadi tiga kategori; 
Pertama adalah hak-hak yang semata-mata milik Tuhan 
saja, semisal Ibadat; Kedua, hak-hak Tuhan yang juga 
melibatkan hak-hak manusia, tetapi pertimbangan hak-
hak Tuhan lebih dominan; dan  Ketiga, hak-hak Tuhan 
di mana pertimbangan hak-hak manusia lebih domi-
nan. Kategori yang ketiga inilah mashlahah atau ma’na 
tercakup secara langsung. Lebih lanjut ia mengatakan 
bahwa hak-hak Tuhan berarti situasi di mana dipahami 
dari syara’ (hukum) bahwa si mukallaf tidak punya 
pilihan (khiyarah), apakah ma’na itu bisa dipahami 
ataukah tidak. Hak manusia didefinisikan sebagai apa 
yang merujuk kepada mashâlih manusia di dunia ini, 
sedangkan mashâlih di akhirat pada umumnya 
merupakan hak-hak Tuhan. Mengingat definisi-definisi 
ini, al-Syâthibî menyimpulkan bahwa Ibadat pada 
dasarnya merujuk kepada hak-hak Tuhan, dan ’adat 
merujuk kepada hak-hak manusia. Ibid. hlm 318-320. 
Dengan demikian, dalam bidang Mu’amalat (’adat) 
terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan 
pembaruan, dan memang sudah menjadi kebutuhan 
manusia, sesuai dengan sifat sosial yang tidak terlepas 
dari perubahan. Di sinilah terdapat urgensi ta’aqqulî 
dalam pengembangan hukum Islam dengan berijtihad 
meneliti dan menelusuri ‘illat-’illat hukum dalam ayat-
ayat aḥkâm al-Quran yang mana metode-metodenya 
telah dirumuskan oleh para ulama ushuliyyûn.  
sedangkan pada umumnya dalam adat ada-
lah menoleh kepada al-ma‘âni.  
 
Kesimpulan ini lebih ditunjukkan oleh 
argumen; Pertama, dari penyelidikan tentang 
syarî‘at dapat diketahui secara induktif 
bahwa ketetapan-ketetapan semisal thaha-
rah dan tayammum di bidang ibadah adalah 
sulit dijelaskan, kecuali dalam term-term 
Ta‘abbud. Di lapangan ’adat jelas bahwa ke-
tetapan-ketetapan syarî‘at didasarkan pada 
mashlahah manusia. Dengan demikian secara 
induktif diketahui bahwa dalam ‘adat, sang 
Pembuat Hukum (al-Syâri‘) mengandalkan 
pada pertimbangan mashlahah. Kedua, da-
lam ibadah perluasan lingkup Ta‘abbud tidak-
lah dikehendaki. Dengan perkataan lain, ke-
wajiban dibatasi pada perintah-perintah spe-
sifik yang tercakup dalam ibadah. Itulah se-
babnya mengapa tidak ada alasan eksplisit 
yang diberikan untuk mengeluarkan perin-
tah-perintah itu. Sebaliknya, dalam kasus 
’adat, perluasan aturan-aturan merupakan 
tujuan. Karenanya al-Syâri‘ dengan penuh 
kemurahan menjelaskan aturan-aturan hu-
kum yang berkaitan dengan ’adat berkenaan 
dengan ‘illat dan hikmah-hikmahnya. 
 
C. Penerapan Ta‘aqqulî dan Ta‘abbudî 
Mengenai aplikasi dalam penerapan san-
ksi terhadap kasus-kasus tindak pidana 
korupsi, teori ta‘aqqulî dan ta‘abbudî  dalam 
fiqh jinâyat (hukum pidana Islam) merupakan 
dua teori berkenaan dengan pemahaman 
kontekstualisasi dan tekstualisasi. Dua pema-
haman ini dalam realitasnya sangat berbeda 
dalam metode penalarannya sehingga me-
nimbulkan pemahaman yang kontradiksi. Mi-
salnya penerapan sanksi kepada korupsi, 
berdasarkan teori ta‘aqqulî dapat diterapkan 
dan memang secara logika setiap yang me-
lakukan kejahatan harus dihukum. Pene-
rapan sanksi seperti itu tidak disebutkan se-
cara spesifik dalam teori ta‘abbudî. Meskipun 
demikian, metode penalaran secara kon-
tekstual (Ta‘aqqulî) pada dasarnya tidak ter-
lepas dari acuan atau ketentuan nash yang 
menghendaki adanya upaya pencapaian tu-
juan penerapan hukum itu sendiri.    
Selain dua teori ta‘aqqulî dan ta‘abbudî, 
berdasarkan literatur fiqh jinâyat (hukum 
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pidana Islam) terdapat dua teori lain yang 
lebih spesifik menyangkut aplikasi dalam 
penerapan sanksi pidana korupsi, yaitu teori 
jawâjir dan zawâbir. Teori jawâjir adalah pi-
dana ditujukan untuk tujuan pencegahan, 
baik umum maupun khusus, sedangkan 
dalam teori zawâbir adalah pidana ditujukan 
untuk pembalasan.21  Kedua istilah ini muncul 
ketika ulama fiqh membahas sifat hukum 
dalam berbagai tindak pidana tentang apa-
kah bersifat preventif (pencegahan) atau 
paksaan (balas dendam) dan apabila huku-
man telah dilaksanakan di dunia, apakah 
mereka masih disiksa di akhirat atau terbe-
bas. Teori jawâjir dan zawâbir ini bila dikait-
kan dengan hukum pidana umum, maka 
dapat disepadankan dengan retributif dan 
utilitarian yang dikenal dalam teori pemi-
danaan yang dikembangkan dalam hukum 
pidana.22  
Antara teori jawâjir dan zawâbir terda-
pat perbedaan, seperti dikemukakan imâm 
‘Izz al-Dîn bin ’Abd al-Salam (577 H/1181 M – 
666 H/1261 M) ahli fiqh mazhab Syâfi’î yang 
dikutip oleh Juhaya, yaitu: 
a. Zawâbir disyari’atkan sebagai pencega-
han terhadap tindak pidana yang akan 
terjadi, sedangkan jawâjir disyari’atkan 
untuk mencapai kemaslahatan; 
b. Zawâbir ditetapkan untuk perbuatan 
yang melanggar ketentuan Allah swt. 
sehingga dengan menghukum pelang-
garnya orang lain akan mendapat pela-
jaran dan berusaha untuk menghindari 
perbuatan itu. Adapun jawâjir umumnya 
dikenakan pada seluruh pelaku pidana 
tanpa pandang bulu; 
c. Jawâjir berkaitan dengan tindak pidana 
terhadap jiwa anggota badan, manfaat 
dari anggota badan, ibadah, harta dan 
manfaat. Adapun zawâbir berkaitan 
dengan pelanggaran Jinayah dan sikap-
sikap yang bertentangan dengan kehen-
dak syara‘ seperti pembunuhan, zina, 
pencurian, perampok, pemberontakan, 
menuduh orang lain berbuata zina 
                                                          
21Juhaya S. Praja, Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah 
Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat (Bandung: 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri. 2009), hlm. 111.  
22Taqwaddin, Esensi Hukum Rajam (Lhokseuma-
we: Serambi. 2009), hlm. 24.  
(qadhf), mengambil harta orang lain 
tanpa izin (gashab) dan minum minu-
man keras; 
d. Zawâbir berkaitan dengan tindak pidana 
hudûd dan ta‘zîr yang hukumannya di-
laksanakan oleh hakim. Sedangkan jawâ-
jir ditujukan terhadap tindak pidana 
yang pelaksanaan hukumannya dise-
rahkan kepada orang yang dirugikan; 
e. Jawâjir dalam masalah manfaat seperti 
seseorang yang menempati rumah 
orang lain tanpa izin dikenakan tanpa 
izin ganti rugi biaya, selama rumah itu 
ditempatinya. Contoh lain adalah untuk 
jiwa anggota badan dan manfaat ang-
gota badan ialah denda (diyât) atau ka-
farah. Adapun hukuman terhadap pem-
bunuhan yaitu qishas termasuk kedalam 
zawâbir.23 
 
Perbedaan teori jawâjir dan zawâbir 
tersebut, apabila diperhatikan bentuk-ben-
tuk hukuman yang ditentukan Allah dan 
Rasul-Nya bagi pelanggar pidana hudûd 
kelihatan bahwa hukuman yang harus dite-
rima terpidana lebih berat dibanding tindak 
pidana itu sendiri. Tujuan utama penentuan 
hukuman adalah sebagai tindakan preventif 
dan bagi orang lain ia tidak melakukan tindak 
pidana yang sama setelah melihat pelak-
sanaan hukuman terhadap terpidana qishas 
dilaksanakan ditempat kalayak ramai sehing-
ga dapat dijadikan pelajaran oleh masyarakat 
dan oleh mereka. Sesuai firman Allah swt.: 
                
       
Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelang-
sungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang 
berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-
Baqarah: 179) 
 
Ulama mazhab Hanafi berpendapat 
bahwa tindak pidana hudûd dan ta‘zîr disya-
ri’atkan semata-mata sebagai tindak pence-
gahan bagi masyarakat di dunia. Sedangkan 
dosa terpidana tidak hilang kecuali melalui 
taubat. Alasan Jumhur ulama adalah huku-
                                                          
23Juhaya S. Praja, Teori-Teori Hukum. hlm. 112-113.  
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man yang telah ditentukan itu disamping 
sebagai tindak preventif di dunia, juga bisa 
menghapuskan hukuman di akhirat apabila 
telah dilaksanakan di dunia. Alasan lain yang 
dikemukakan Jumhur ulama adalah sabda 
Nabi saw. di depan para sahabat, yang ber-
bunyi: 
 لاو اونزت لاو اوقرست لاو ائيش للهاب اوكرشت لا نأ ىلع نيوعياب
 مكلجرأو مكيديأ ينب ونوترفت ناتهبب اوتأت لاو مكدلاوأ اولتقت
 نمو للها ىلع هرجأف مكنم فىو نمف فورعم في اوصعت لاو
 نمو ول ةرافك وهف ايندلا في بقوعف ائيش كلذ نم باصأ
 افع ءاش نإ للها لىإ وهف للها هترس ثم ائيش كلذ نم باصأ
وبقاع ءاش نإو ونع. 24  
Berjanjilah kamu untuk tidak menyekutukan 
Allah, berzina, mencuri dan membunuh jiwa 
yang telah diharamkan Allah, kecuali dise-
babkan suatu alasan yang benar. Siapa yang 
berpegang teguh dengan janji ini Allah akan 
memberikan ganjaran. Dan siapa yang me-
langgar janji ini dengan melakukan salah satu 
perbuatan di atas lalu ia dikenai hukuman di 
dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah 
(penghapus dosa) yang dilakukannya. Siap 
yang melakukan perbuatan itu secara diam-
diam tidak terungkap sehingga tidak dapat 
dilaksanakan hukuman di dunia, maka per-
soalan dikembalikan kepada Allah jika 
dikehendaki-Nya, ia maafkan dan jika tidak 
dikehendakinya ia siksa. (HR. Bukhârî dan 
Muslim) 
 
Hadits di atas dalam pandangan Jumhur 
ulama merupakan aspek jawâjir di akhirat 
tidak ada lagi karena hukuman di dunia 
sebagai zawâbir telah dilaksanakan. Oleh ka-
rena itu, penjelasan dua teori tersebut, da-
lam pandangan penulis sangat relevan mene-
rapkannnya bagi tindak pidana korupsi, 
karena antara teori jawâjir dan zawâbir saling 
berkaitan, yaitu berbentuk pencegahan dan 
bilamana melakukannya, maka diberikan 
pembalasan dengan hukuman yang ditentu-
kan, yaitu mulai hukuman minimum sampai 
hukuman maksimum. 
 
                                                          
24Shahîḥ Bukhârî, No. 18, juz I, hlm. 18. SHaḥîḥ 
Muslim, No. 4558, juz V, hlm. 126.  
D. Kelayakan Konsep Hukum Materil dan 
Formal Islam bagi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Melalui Peratu-
ran Perundangan Indonesia 
Meskipun dalam khazanah pemikiran 
hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi 
belum memperoleh porsi pembahasan  yang  
memadai. Namun apabila mengistibaṭkan 
hukum, menurut disiplin ilmu fiqh terlebih 
dahulu dibahas hakikat masalah baik definisi, 
hukum, rukun dan syarat serta jenis-jenisnya, 
selanjutnya adalah hikmah pensyari’atan 
atau pelarangannya. Dalam konsepsi hukum 
Islam sangat sulit mengkategorikan tindak 
pidana korupsi sebagai delik pencurian (sir-
qah), karena beragamnya praktek korupsi itu 
sendiri yang umumnya tidak sesuai dengan 
definisi mencuri (ketentuan hukumnya ada-
lah had potong tangan), yaitu seseorang me-
ngambil harta yang bukan miliknya secara 
sembunyi-sembunyi dari suatu tempat. Te-
tapi jika mengambil sesuatu yang dipercaya 
padanya adalah pengkhianatan (khiyânah).25  
Berbedanya mengkategorikan tindak pi-
dana korupsi sebagai suatu kejahatan, hu-
kum Islam mengenal dan membuka ruang 
untuk dipahami istilah-istilah lain sebagai 
tindak kriminal (ma‘siat) yang mempunyai 
konotasi tersendiri sebagai unsur tindak 
pidana korupsi, seperti suap (risywah), peng-
gelapan (ghulûl), penipuan (al-ghasysy), pe-
rampasan (gashab) dan sebagainya. Jenis-
jenis tindak kriminal ini, Islam sangat me-
larang melakukannya karena hal tersebut 
dapat merusak sendi-sendi akhlak, moral dan 
etika. Ketika para fuqahâ berbicara tentang 
kejahatan memakan harta benda manusia 
secara tidak benar (akl amwâl al-nâs bi al-
bâthil) seperti yang diharamkan dalam al-
Quran, serta dengan merujuk kepada kata 
asal dari korupsi (corrup), maka ia berarti 
merusak (dalam bentuk kecurangan) atau 
menyuap.26  
                                                          
25Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah (Mesir: Dâr al-
Thaqâfah al-Islâmiyyah. t.th.), jilid III,  hlm. 164.  
26Lihat tulisan Anis Saidi, Kendala Perkembangan 
Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan 
Kekuasaan (Korupsi), dalam A.S. Burhan dkk, Korupsi Di 
Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun  Fiqh  Anti  
Korupsi (Jakarta:  P3M  dan  Kemitraan  Partnership. 
2004), hlm. 43.  
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Perbedaan konsep pada korupsi adalah 
pada penggunaan ghulûl dan yang lain 
menggunakan fasâd. Perbedaan ini menun-
tut peran ulama dan pakar hukum Islam 
untuk menuntaskan segera, agar mendapat-
kan dan atau menjadikan kepastian hukum 
yang harus diterapkan. Meskipun itu, dalam 
tulisan ini korupsi yang dimaksud adalah 
lebih dekat kepada fasâd daripada ghulûl, 
walaupun tidak dipungkiri antara dua konsep 
ini ada persamaan dalam pengkhianatan 
kepada Allah dan Rasul saw. serta kejahatan 
pada negara berupa kejahatan terhadap 
“basis ekonomi”. Hal ini merupakan kewa-
jiban pemerintah untuk segera menuntaskan 
problematika mewabahnya tindak pidana 
korupsi tanpa pandang bulu di segala sektor 
dan level pemerintahan dan masyarakat.  
Di antara berbagai bentuk kejahatan 
tersebut, nampaknya yang paling mirip 
substansinya dengan korupsi ialah ghulûl27 
yang diartikan sebagai pengkhianatan ter-
hadap amânah dalam pengelolaan harta 
rampasan perang dan risywah atau biasa 
dikenal dengan istilah suap. Dimana seseo-
rang untuk mengerjakan sesuatu  pekerjaan 
telah dibayar, maka apapun selain itu bukan 
menjadi haknya dan haram mengambilnya. 
Begitupun jika memanfaatkan harta perusa-
haan atau negara untuk kepentingan priba-
dinya, dalam hal ini ia telah mengambil se-
suatu yang bukan haknya secara baṭil dan 
                                                          
27Para fuqaha dalam hukum pidana Islam kon-
vensional (fiqh al-jinâyat al-fiqh al-jinâ’i) memasukkan 
ghulûl dalam kategori tindak pidana (jarîmah) ta’zîr 
yang besar-kecilnya hukuman (‟uqâbah) diserahkan 
kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, 
mengingat kejahatan ghulûl masih dalam skala kecil 
yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu 
digaris bawahi bahwa hukuman ta‘zir kendatipun pada 
asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (li al-
ta‘zib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman 
ringan. Seperti yang ditulis oleh ‘Abd al-Qadir Awdah 
dalam al-Tasyri‘ al-Jinâi al-Islâmî, banyak fuqaha yang 
membolehkan pidana ta‘zîr dalam bentuk hukuman 
mati, jika kepentingan umun menghendakinya (izâ 
iqtaḍat al-mashlaḥat al-’ammah taqrir ‘uqûbah al-qatl). 
Dengan memerhatikan kepentingan umum yang teran-
cam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat 
ini, maka dijatuhkannya hukuman ta‘zîr yang paling 
keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap 
dapat dibenarkan oleh Islam. ‘Abd. al-Qadir Awdah, al-
Tasyri‘ al-Jinâ'i al-Islâmî (Bairût: Dâr al-Kitab al- Arabî. 
1989), hlm. 1. 
haram hukumnya. Misalnya, seorang karya-
wan menerima souvenir sebuah pulpen, par-
cel di akhir tahun, amplop yang berisi uang 
atau uang komisi yang biasanya langsung 
ditransfer, mengambil harta perusahaan/-
negara, melakukan mark-up suatu transaksi, 
dan lain-lain.28 
Kebiasan melakukan tingkah penyalah-
gunaaan hak atau wewenang tanpa didasari 
hukum yang tegas, maka orang yang me-
lakukan korupsi tidaklah jera, badan hukum 
negara di Indonesia yang berpedoman pada 
garu pancasila belum mampan memberikan 
hukum yang tegas dan adil bagi bangsa ini. 
Hukum dunia (samawi) adalah hukum yang 
tak sempurna, karena Undang-undang khu-
susnya menyangkut tindak pidana korupsi 
kapan saja bisa dapat dirubah oleh kabinet 
disebabkan tidak bersifat original. Hukum 
yang sempurna adalah hukum Allah, yaitu 
hukum yang tidak dapat ditambah dan 
dirubah-rubah oleh manusia sebagaimana 
tercantum dalam al-Quran secara terperinci 
(tafshilî).  
Hukum-hukum yang ditentukan Allah 
melalui wahyu-Nya dan telah dibukukan 
menjadi al-Quran adalah untuk dipatuhi ber-
sama sebagai jalan kemaslahatan bagi kehi-
dupan manusia sendiri. Tujuan utama syarî‘at 
Islam (maqâshd al-syarî‘ah29) ialah menjaga 
dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan 
ini sebagaimana dirumuskan oleh para ula-
ma kedalam lima tujuan (al-maqâshid al-
ḳhamsah), yakni perlindungan terhadap aga-
ma  (hifzh al-dîn),  perlindungan  terhadap  
jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan terhadap 
akal (hifzh al-‘aql), perlindungan terhadap 
keturunan (hifzh al-nasl) dan perlindungan 
terhadap  harta (hifzh al-mâl).30 
                                                          
28Lihat Anis Saidi, Kendala Perkembangan Demo-
krasi dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Ke-
kuasaan (Korupsi), dalam A.S. Burhan dkk, Korupsi Di 
Negeri Kaum Beragama. hlm. 43.  
29Abû Ishâq al-Syâthibî, Al-Muwâfaqâd fi Ushul al-
Syarî’ah (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.th.), juz II, 
hlm. 7. ‘Abd. Al-Wahâb al-Khallaf, ’Ilm Ushul al-Fiqh 
(Cairo: Maktabah Da‘wat al-Islâmiyah. t.th.), cet. VIII, 
hlm. 197.  
30Abû Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad al-
Ģazalî, Al-Musytasfa min ‘Ilm al-Ushul (Bairût: Dâr al-
Fikr. t.th.), juz I, hlm. 286. Aḥmad al-Mursi Husain 
Jawhar, Maqâshid Syari‘ah, Penerj. Khikmawati 
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Tindakan pidana korupsi merupakan 
perlawanan terhadap tujuan kelima, yaitu 
hifzh al-mâl. Apabila dalam kepustakaan hu-
kum Islam, contoh populer perbuatan mela-
wan tujuan hifzh al-mâl adalah kejahatan 
mencuri (al-sarîqah) milik perorangan, maka 
korupsi adalah kejahatan mencuri harta mi-
lik bangsa dan Negara,  lebih layak lagi dika-
tegorikan sebagai pelanggaran yang sangat 
serius terhadap prinsip hifzh al-mâl. Mes-
kipun itu, korupsi bukanlah pencurian biasa 
yang dampaknya bersifat personal individual, 
melainkan ia merupakan bentuk pencurian 
besar yang dampaknya bersifat massal-ko-
munal. Bahkan ketika korupsi sudah mera-
jalela dalam suatu negara, maka negara itu 
mendekati kepada kebangkrutan dan tak 
berdaya dalam mensejahterakan kehidupan 
rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan 
mereka dari ancaman gizi buruk dan busung 
lapar, maka korupsi lebih jauh dapat diang-
gap sebagai ancaman bagi tujuan syarî‘at 
dalam melindungi jiwa manusia (hifzh al-
nafs). 
Ketentuan di atas merupakan satu sisi 
pandangan agar tindak pidana korupsi dite-
rapkan menurut konsep hudûd, sementara 
korupsi yang terjadi dan berkembang seka-
rang ini berbeda seperti pada kejahatan 
mencuri (al-sarîqah). Dalam Islam kejahatan 
korupsi baik dalam bentuk ghulûl maupun 
risywah telah dilarang, walaupun tidak ter-
dapat sanksi dalam bentuk nash qath‘iî me-
ngenai hukuman bagi koruptor. Hal ini bukan 
berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku ko-
rupsi, melainkan dapat dihukum dengan 
ta‘zîr. Fatwa Lembaga Riset Al-Azhar Cairo-
Mesir sebagaimana dikutip Muslim Ibrahim 
menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk 
seperti sekarang ini secara umum tidak ter-
masuk ke dalam hudûd ataupun qishâsh, me-
lainkan sanksi atas kejahatan ta‘zîr yang se-
penuhnya diserahkan kepada hakim (walî al-
amri) untuk menentukan sanksi yang sepan-
tasnya,31 sesuai dengan tingkat kejahatan-
                                                                                    
(Kuwais), Kitab aslinya Maqâshid al-Syarî’ah fî al-Islâm 
(Jakarta: Amzah. 2009), hlm. xv. 
31Muslim Ibrahim, Korupsi Dalam Perspektif Fiqh 
Islam, dalam Berantas Korupsi: Kajian Ulama Dayah ten-
tang Pandangan Islam terhadap Korupsi (t.t.: Logica. 20-
09), hlm. 67. Tulisan tersebut merupakan presentasi 
nya, mulai sanksi minimal sampai sanksi mak-
simal (mati).32 Sementara mengenai pengem-
balian uang hasil korupsi tidak menggugur-
kan hukuman, melainkan hak masyarakat, 
karena tuntutan hukuman merupakan hak 
Allah swt.  
Dalam  konteks  ajaran  Islam  yang  lebih  
luas,  korupsi  merupakan tindakan yang ber-
tentangan dengan prinsip keadilan (al-’adâ-
lah), akuntabilitas (al-amânah), dan tanggung 
jawab. Korupsi dengan segala dampak nega-
tifnya menimbulkan berbagai distorsi ter-
hadap kehidupan negara dan masyarakat da-
pat dikategorikan termasuk perbuatan fa-
sad, kerusakan di muka bumi,  yang   juga 
amat dikutuk Allah swt. Terjadinya kerusakan 
di muka bumi, pada dasarnya adalah karena 
perbuatan manusia itu sendiri (baik pero-
rangan maupun kelompok) dengan menga-
baikan larangan Allah dan Rasul-Nya, sehing-
ga akibatnya dirasakan oleh manusia secara 
luas.  
Perbedaan mendasar antara persfektif 
syarî‘at Islam dengan Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi saat ini, karena menurut fu-
qaha dan mufassirin ketika menafsirkan QS. 
Ali Imran:161 dan QS. Al-Mâidah: 33, berikut 
Hadits-Hadits Nabi saw. memberikan ruang 
yang amat luas pada para mujtahid. Ketika 
memberikan ruang bagi para mujtahid, maka 
terjadi perbedaan pendapat dalam memaha-
mi QS. tersebut, beberapa hal dapat dipa-
hami bahwa: 
Pertama, korupsi dinilai risywah dan 
ghulûl. Dalam al-Quran dan hadith tidak dije-
laskan hukuman bagi orang yang melakukan 
penyuapan (risywah), pengkhianatan dengan 
penggelapan (khiyânat dan ghulûl) ini. Hanya 
Allah menerangkan dalam QS. Ali ’Imrân: 161 
sebagaimana disebutkan di atas. Majelis Ula-
ma Indonesia mengambil ayat dan Hadits 
yang berkaitan dengan khiyânat ini sebagai 
landasan hukum korupsi, dan ghulûl diartikan 
berkhianat atau korupsi. Korupsi dan risywah 
(sogokan) hanya dinilai haram dan pemerin-
                                                                                    
sebagai beberapa catatan dalam diskusi tentang Kajian 
Ulama Kharismatik mengenai Pandangan Islam Terha-
dap Korupsi, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda 
Aceh tanggal 1-3 Oktober 2008.   
32Wahbah al-Zuhailî, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh 
(Bairût: Dâr al-Fikr. 1997), juz VII,  hlm. 5598.  
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tah dan masyarakat berkewajiban mem-
berantasnya (Fatwa MUI, 2003: 275) tanpa 
menyebutkan hukum pidananya. Demikian 
pula Hadits-Hadits yang berkaitan dengan 
khiyânat atau ghulûl ini menjadi landasan 
syar’î yang dikemukakan MUI, seperti Hadits 
yang menerangkan bahwa pegawainya yang 
diutus ke daerah untuk mengambil sadaqah, 
lalu mereka memilah-milah mana buat diri-
nya mana buat Nabi Saw. (Pemerintah). Me-
nurut Abû Hurairah suatu waktu Rasulullah 
berpidato: 
         33 … ْدَق ىنَِِّإف اًّقَح ْممكُّبَر َدَعَو اَم ْمتُْدَجَو ْدَق َسَْيَلأ
اًّقَح ىبَِّر ِنَِّدَعَو اَم متْدَجَو … 
...Sungguh aku tidak akan menemukan salah 
seorang di antara kalian akan kembali kepa-
da Tuhanmu secara benar, akan tetapi seba-
liknya sungguh saya menemukan siapa yang 
kembali kepada Tuhannya secara benar .... 
(HR. Muslim).  
 
Nabi Saw. pada Hadits ini tidak me-
nyebutkan hukuman pidana yang melakukan 
penggelapan, sogokan atau korupsi, tetapi 
hanya menceritakan hukuman di akhirat 
belaka. Agaknya, MUI menyerahkan huku-
mannya kepada pemerintah (ûli al-amri), 
yaitu ta‘zîr yang berat dan tidaknya hukuman 
berdasarkan ijtihad, yaitu peraturan perun-
dang-Undangan. Di sini memerlukan kete-
tapan ijtihad para ulama yang lebih menukik 
pada penegakan keadilan, yaitu kekayaan 
apapun milik negara yang diperuntukkan 
untuk kepentingan rakyat harus dipelihara 
dengan prinsip hifzh al-mâl harus ditegakkan, 
maka hukuman yang keras harus ditegakkan 
agar menjerakan. 
Kedua, mengartikan korupsi dengan 
ifsâd, maka hukumannya akan dianalogikan 
kepada hirâbah. Bila analogi (qiyas) ini diteri-
ma, maka acuan yang digunakan sebagai 
landasan hukum adalah QS. Al-Mâidah: 33 
yang berbunyi: 
                   
                   
                                                          
33Muslim, Shaḥîḥ Muslim, No. 7403, juz VIII, hlm. 
163.  
                 
                
  
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan membuat kerusakan di muka bumi, ha-
nyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). yang demikian itu 
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh sik-
saan yang besar. (QS. Al-Mâidah: 33) 
 
Pada ayat ini ada beberapa alternatif 
menyangkut hukuman, yaitu dibunuh, disa-
lib, potong tangan dan kakinya secara silang, 
dan dibuang. Para fuqaha menyebutkan 
bahwa saat sekarang dibuang diartikan 
dengan dipenjara. Namun apabila melihat ke-
pada terjemah bahasa korupsi adalah fasad 
atau ifsâd, maka koruptor adalah sama 
dengan hirabah dan menyebarkan kerusak-
kan di muka bumi, yaitu merampok kekayaan 
publik yang mengakibatkan rusaknya tata-
nan basis perekonomian. Oleh karena itu, 
hukumannya adalah salah satu di antara 
empat alternatif di atas, akan tetapi huku-
man yang menjerakan adalah dengan dihu-
kum mati. Menurut fuqaha, hukuman mati 
jika perampok itu membunuh saja, namun 
apabila disertai perampokan harus disalib. 
Jika merampok tanpa pembunuhan dipo-
tong tangannya dan bila hanya mengganggu 
masyarakat, tanpa mengganggu jiwa dan 
harta harus dibuang ke tempat lain (dipen-
jara di tempat yang jauh).  
Dalam Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002, hukuman 
mati merupakan hukuman maksimal dan 
minimalnya adalah hukuman penjara tiga 
tahun. Undang-undang tersebut dalam pe-
mahaman penulis, meskipun belum meme-
nuhi keseluruhan implimentasinya, setidak-
nya minimal senafas dengan QS. Al-Mâidah: 
33. Pada tahun 2003 koruptor satu milyar ke 
atas disidik oleh KPK dan tentu saja dengan 
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kewajiban mengembalikan uang yang diko-
rup, mengganti kerugian negara, dan wajib 
membayar denda. Seperti juga ayat di atas, 
mufassir mewajibkan mengembalikan uang 
yang diambil karena hubungannya dengan 
huqûq al-insân (hak-hak manusia). 
Hukum yang keras seperti itu karena 
mereka telah melakukan kejahatan dua kali, 
yaitu berkhianat pada Allah dan Rasul serta 
berkhianat pada umat dan masyarakat 
umumnya. Berkaitan itu, persoalan di Indo-
nesia tampaknya bukan pada tataran hukum, 
tetapi pada tataran implementasi hukum itu 
sendiri, sehingga korupsi tidak bisa dihilang-
kan atau minimal ditekan. Karena ilai-nilai 
universal al-Quran dan sunnah memang 
memberikan perspektif preventif terhadap 
pelaku kejahatan, intinya ialah sebagai upaya 
pemeliharaan lima tujuan (al-maqâshid al-
khamsah). Islam dipahami lebih bersifat pre-
ventif dalam menentukan hukuman-huku-
man bagi pelaku kejahatan baik pada peng-
gunaan ghulûl atau fasâd, sehingga masya-
rakat pada periode pertama (Nabi Saw.) dan 
periode shahabat kurang berani melakukan 
perbuatan itu. Namun perkembangan selan-
jutnya ketakutan melakukan perbuatan itu 
agak sedikit berubah dan membutuhkan 
pemberantasan secara tegas, hingga pada 
akhirnya harus sampai pada titik balik bahwa 
koruptor harus bisa dijerat dengan hukuman 
yang berat supaya merasa jera apabila me-
lakukan tindak pidana korupsi. 
Dalam pidana Islam sanksi bagi perbua-
tan bagi perbuatan korupsi dapat diterapkan 
bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatan-
nya. Mulai dari sanksi material, penjara, pe-
mecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-
hak tertentu sampai hukuman mati. Berva-
riasinya sanksi tersebut, karena tidak adanya 
nash qath‘i yang berkaitan dengan tindak 
kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi sya-
ri’at yang mengatur hal ini bukanlah meru-
pakan paket jadi dari Allah swt. yang siap 
pakai. Melainkan sanksi dalam perkara ini 
termasuk sanksi ta‘zîr, yaitu sanksi yang 
ketiga setelah sanksi hudûd dan qishas 
diyât dalam hukum Islam. Seorang hakim 
(imam/pemimpin) diberi otoritas atau kewe-
nangan penuh untuk memilih sanksi yang 
tentunya berdasarkan ketentuan syarî‘at, 
yaitu bentuk sanksi tertentu yang efektif dan 
sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di 
mana kejahatan tersebut dilakukan. 
 
E. Penutup 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa persoalan penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi 
memerlukan komitmen dari para pemimpin 
negara, agar dapat melahirkan keputusan; 
memilih tenaga yang kompeten untuk me-
lakukan tugas pemberantasan; membuat pe-
raturan hukum yang kondusif untuk pembe-
rantasan (amandemen Undang-undang anti 
korupsi seringkali dilakukan agar dapat 
menutup celah kekurangan); perlu adanya 
kompensasi yang memadai sehingga men-
dapat aparatur yang kompeten dan dapat 
bekerja secara optimal. 
Dalam pandangan penulis, sanksi yang 
akan diterapkan kepada pelaku tindak pida-
na korupsi melalui konsep ta‘zîr dapat dika-
tegorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: Per-
tama, sanksi berat (mughalladzah), seperti 
hukuman mati dan penyaliban, yaitu pene-
rapan hukuman yang dilakukan bagi pelaku 
tindak pidana korupsi di atas Rp. 100.000.-
000,- (seratus juta rupiah); Kedua, sanksi 
sedang (mutawâsithah), seperti hukuman 
dera, penjara, pembuangan, penyitaan harta, 
pencopotan jabatan, tidak dapat menjasi 
saksi, penyebarluaskan berita tindak pidana 
yang bersangkutan, dan denda. Sanksi ini 
diterapkan terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah); dan Ketiga, sanksi ringan 
(mukhaffafah) seperti hukuman peringatan, 
ancaman, dan hardikan. Hukuman ini berlaku 
bagi pelaku korupsi yang nominalnya sangat 
minim, yaitu antara nol rupiah sampai Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah). 
Mengingat tindak pidana korupsi terjadi 
dalam berbagai multidemensi, maka konsep 
hukum materil dan formal Islam yang ada 
untuk mencegah dan memberantas terja-
dinya korupsi, sangatlah layak untuk diper-
timbangkan dan menjadi kontribusi melalui 
peraturan perundangan TIPIKOR di Indone-
sia. Terutama pasal-pasal yang telah dise-
butkan di atas sebagai dasar dan menjadi 
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